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BAB I
PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah
Sesuai dengan kodratnya, manusia diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa untuk hidup bersama dengan manusia lainnya (bermasyarakat). Dalam hidup bermasyarakat ini mereka saling menjalin hubungan yang apabila diteliti jumlah dan sifatnya tidak terhingga banyaknya. Didalam kehidupan bermasyarakat tiap-tiap individu atau orang mempunyai kepentingan yang berbeda antara yang satu dengan yang lainnya. Ada kalanya kepentingan mereka itu saling bertentangan, hal mana dapat menimbulkan suatu sengketa. Untuk menghindari gejala tersebut, mereka mencari jalan untuk mengadakan tata tertib yaitu ditaati oleh setiap anggota masyarakat agar dapat mempertahankan hidup bermasyarakat. Dalam kaidah hukum yang ditentukan, setiap orang diharuskan untuk bertingkah laku sedemikian rupa sehingga anggota masyarakat lainnya akan terjaga dan apabila kaidah hukum tersebut dilanggar, maka kepada mereka yang bersangkutan akan dikenakan suatu sanksi atau hukuman.
Manusia walaupun pada umumnya dilahirkan seorang diri, namun dia mempunyai naluri untuk selalu hidup dengan orang lain. Reaksi tersebutlah yang menyebabkan tindakan seorang menjadi luas. Hal ini terutama disebabkan oleh keinginan untuk menjadi satu dengan manusia lain yang berada disekelilingnya yaitu masyarakat ( Soekanto 1988 : 83 ).

Perkawinan adalah perjanjian yang lahir dari keinginan seorang laki-laki dan perempuan untuk hidup bersama dalam ikatan akad. Perkawinan  tidak hanya bermakna perjanjian perdata, tetapi juga perjanjian yang memiliki makna spiritual. ( Hoballah, 2006 : 111).

Perkawinan merupakan konsep hukum (legal conceptual) dimana perbuatan tersebut menimbulkan sejumlah hak dan kewajiban antara para pihak yang membuat perjanjian yaitu suami-istri. Akad perkawinan merupakan sumber yang menyebabkan lahirnya hak dan kewajiban suami istri. Hak dan kewajiban suami istri berlangsung selama mereka terikat dengan akad, dan putusnya perkawinan menyebabkan berakhirnya hak dan kewajiban suami istri dalam suatu rumah tangga. Oleh karenanya, keberadaan akad menjadi penting, karena ia menjadi dasar membangun suatu rumah tangga.
Perbuatan hukum perkawinan didasarkan pada kehendak dan keinginan  bebas calon suami istri untuk menuangkan kesepakatan mereka dalam bentuk akad. Para pihak bebas menyatakan kehendaknya dan tidak ada paksaan pihak lain untuk membuat akad perkawinan.( Abbas, 2009: 177).
Perkawinan bertujuan membentuk keluarga yang bahagia, mawadah dan rahmah sebagai wujud ibadah kepada Allah. Perkawinan juga akan melahirkan keturunan yang merupakan pelanjut generasi manusia di muka bumi. Perkawinan menjadi kebutuhan naluriah manusia, karena manusia cenderung untuk hidup berpasang-pasangan yang melahirkan keturunan secara sah, sehingga kedudukan manusia sebagai makhluk mulia dan bermartabat akan tetap terjaga.

Keluarga bahagia, mawaddah dan rahmah terwujud bila suami istri menunaikan kewajiban hak dan kewajiban secara baik. Hak dan kewajiban suami istri muncul sejak mereka terikat dalam suatu ikatan perkawinan yang sah melalui akad (ijab-qabul). Pada saat itu pula, suami istri memikul tanggung jawab untuk memenuhi seluruh hak dan kewajibannya sebagai suami istri.(Ibrahim Beik, 1999: 715).
Hoballah dalam bukunya yang berjudul Marriage, Divorce, and Inhetance in Islamic Law, mengungkapkan:
Pemenuhan hak dan kewajiban suami istri secara adil dan makruf  akan mampu mewujudkan rumah tangga sakinah, mawadah, dan rahmah. Penyebab utama ketidaknyamanan rumah tangga dikarenakan tidak terpenuhinya hak dan kewajiban suami istri secara adil dan  makruf. Namun, kematangan emosional dari suami istri juga ikut berpengaruh terhadap kenyamanan, keserasian, dan ketentraman dalam rumah tangga. Dua hal inilah yang menjadi faktor utama penyebab terjadinya persengketaan atau perselisihan yang mengarah pada putusnya perkawinan (perceraian). ( Hoballah 2006 : 113).

Cik Hasan Bisri memberikan pendapatnya mengenai cara penyelesaian sengketa sebagai berikut:

Berkenaan dengan hal itu, terdapat berbagai cara dan proses dalam penyelesaian perselisihan dan persengketaan tersebut. Cara pertama dilakukan oleh kedua belah pihak secara sukarela dengan rujuk kembali atau rekonsiliasi. Cara kedua dilakukan oleh kedua belah pihak dengan menggunakan jasa pihak ketiga sebagai perantara atau juru damai. Cara ketiga dilakukan secara paksa kepada kedua belah pihak oleh kekuasaan masyarakat atau kekuasaan Negara yaitu penyelesaian sengketa pada Badan Peradilan atau Pengadilan.(Bisri: 1996: 11-12)
Lembaga peradilan merupakan salah satu lembaga penyelesaian sengketa yang berperan selama ini. Namun, konsekuensi menang kalah, akan memumbuhkan sikap ketidakpuasan salah satu pihak terhadap putusan pengadilan. Hal ini menandakan bahwa penyelesaian sengketa melalui jalur pengadilan membawa dampak negatif pada renggangnya hubungan silahturahmi antara pihak yang bersengketa.

Mediasi merupakan alternatif penyelesaian sengketa yang dapat digunakan oleh para pihak di luar pengadilan. Lembaga ini memberikan kesempatan kepada para pihak untuk berperan mengambil inisiatif, guna menyelesaikan sengketa mereka yang dibantu pihak ketiga sebagai mediator. Prinsip mediasi adalah sama-sama menang ( win-win solution ), sehingga para pihak yang terlibat sengketa merasa tidak adanya pihak menang dan pihak kalah. Mediasi bukan hanya mempercepat proses penyelesaian sengketa, tetapi juga menghilangkan dendam dan memperteguh silahturahmi.(Abbas, 2009:24)
Untuk mengatasi kemelut rumah tangga yang meruncing antara suami dan istri, Islam memerintahkan agar kedua belah pihak mengutus dua orang hakam (juru damai). Pengutusan hakam bermaksud untuk berusaha mencari jalan keluar terhadap kemelut rumah tangga yang dihadapi suami istri. Proses penyelesain sengketa melalui pihak ketiga yang dikenal dengan hakam didasarkan pada Al-Qur’an:
وان خفتم شقاق بينهما ﻓﺎبعثواحكمامن اهله وحكما من اهلها ان يريدﺍ ﺇﺼﻼﺤﺎ يوفق الله بينهما ان الله كان ﻋﻠﻳﻤﺎ خبيرا
( Q.S.4. an-Nissa’ : 35 )

Ayat ini menjelaskan bahwasannya yang paling utama untuk mengutus hakam (mediator) adalah mereka yang berpekara. Jika tidak ada, maka kaum muslimin yang mendengar persoalan mereka hendaknya berusaha memperbaiki hubungannya. Dengan ini dapat diketahui, betapa Allah sangat memperhatikan hukum-hukum tatanan keluarga dan rumah tangga.(Al-Maragi: 1974)
Hal ini yang ditransformasikan kedalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008, yang intisarinya adalah: (1) upaya perdamaian secara konprehensif dan sungguh-sungguh, (2) efisiensi dan efektivitas pemeriksaan persidangan, (3) menekan lajunya jumlah perkara ke tingkat kasasi yang mengakibatkan besarnya penumpukan sisa perkara di Mahkamah Agung sehingga hilangnya kepercayaan masyarakat kepada lembaga peradilan.

Peraturan Mahkamah Agung RI No. 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan adalah penyempurnaan terhadap Peraturan Mahkamah Agung RI No. 2 Tahun 2003 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang tidak efektif penerapannya di pengadilan. Mediasi mendapatkan kedudukan yang penting dalam Perma No. 1 Tahun 2008, karena proses mediasi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari proses berpekara di pengadilan. Hakim wajib mengikuti prosedur penyelesaian sengketa. Bila hakim melanggar atau enggan menerapkan prosedur mediasi, maka putusan tersebut batal demi hukum.

Untuk mengatasi hal inilah Mahkamah Agung sebagai lembaga tertinggi yang membawahi empat peradilan termasuk Pengadilan Agama Kelas 1 A Palembang memerintahakan agar setiap lembaga peradilan lebih mengefektifkan upaya damai terhadap para pihak yang berpekara yang difasilitasi oleh pengadilan setempat. Upaya damai yang dimaksud yaitu melalui jalur mediasi yaitu dengan menggunakan jasa pihak ketiga sebagai mediator atau juru damai. Mediasi adalah salah satu upaya yang dapat dilakukan dalam mengatasi terjadinya penumpukan perkara di pengadilan yang menggunakan jasa mediator atau penengah yang befungsi memberikan jasa untuk mendapatkan kemungkinan untuk berdamai.


Dengan diterapkan mediasi ini sebagai salah satu upaya perdamaian diharapkan dapat menjadi solusi yang baik dalam menghindari terjadinya penumpukan perkara di Mahkamah Agung terlebih di Pengadilan Agama Kelas 1 A Palembang. 


Dari uraian diatas, jelaslah bahwa dengan diterapkannya mediasi ini sebagai salah satu upaya perdamaian diharapkan dapat menjadi solusi yang baik dalam menghindari terjadinya  penumpukan perkara di Mahkamah Agung terlebih di Pengadilan Agama itu sendiri. Inilah yang mendorong penulis untuk mengadakan penelitian terhadap masalah ini yang selanjutnya penulis tuangkan dalam bentuk tulisan skripsi yang penulis beri judul “Pengaruh Sidang Mediasi Terhadap Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Kelas 1A Palembang”.

Rumusan Masalah 


Berdasarkan uraian diatas maka penulis merumuskan pokok-pokok permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana Proses Sidang Mediasi di Pengadilan Agama Kelas 1A Palembang?
2. Bagaimana Pengaruh Sidang Mediasi terhadap Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Kelas 1A Palembang?
Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagaimana berikut :
1. Untuk mengetahui bagaimana Proses Sidang Mediasi di Pengadilan Agama Kelas 1A Palembang.
2. Untuk mengetahui Pengaruh Sidang Mediasi terhadap Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Kelas 1A Palembang.

Kegunaan Penelitian
Setelah selesai penulisan skripsi ini diharapkan berguna bagi:

1. Secara teoritis, penelitian ini dapat berguna bagi para pihak yang konsen pada bidang-bidang ilmu pengetahuaan, seperti ilmu pengetahuan syariah dan khususnya pada ilmu pengetahuan mengenai mediasi pada proses perceraian di pengadilan.
2. Secara praktis, penelitian ini dapat berguna bagi pihak-pihak yang bergerak pada bidang hukum praktis seperti praktisi hukum, pengacara, hakim, dan khususnya berguna bagi mediator di dalam pengadilan maupun diluar pengadilan .
3. Untuk memenuhi persyaratan dalam memperoleh gelar sarjana dalam ilmu syariah pada jurusan Ahwal Al-Syakhsiyyah.
Definisi Operasional
Untuk menghindari adanya kesalahpahaman dalam penulisan skripsi ini, maka penulis akan menjelaskan beberapa arti dan maksud dari judul skripsi ini yaitu:
1. Pengaruh adalah daya yang ada atau timbul dari sesuatu (orang, benda) yang ikut membenntuk watak, kepercayaan, atau perbuatan seseorang. ( Kamus Besar Bahasa Indonesia 2000 : 747 )
2. Sidang adalah pertemuan untuk membicarakan sesuatu ( Kamus Besar Bahasa Indonesia 2000 : 1061 ). Dalam hal ini sidang yang dimaksud ialah sidang mediasi di Peradilan Agama Kelas 1A Palembang.
3. Mediasi adalah proses pengikutsertaan pihak ketiga dalam penyelesaian suatu perselisihan sebagai penasehat ( Kamus Besar Bahasa Indonesia 2000 : 726 ).
4. Perkara adalah masalah; persoalan; ( Kamus Besar Bahasa Indonesia 2000 : 757 ). Dalam hal ini perkara yang dimaksud ialah perkara perceraian Pengadilan Agama Kelas 1A Palembang.
5. Perceraian adalah perpisahan ; perihal bercerai antara suami istri ; perpecahan ( Kamus Besar Bahasa Indonesia 2000 : 209 ).
6. Pengadilan Agama adalah badan peradilan khusus untuk orang yang beragama Islam yang memeriksa dan memutus perkara perdata tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan berlaku (Kamus Besar Bahasa Indonesia 2000 :7).
Dalam hal ini Sidang yang dimaksud ialah Sidang Mediasi terhadap Perkara  Perceraian yang dilaksanakan di Pengadilan Agama Kelas 1A Palembang.
Tinjauan Pustaka
Sebelumnya persoalan tentang mediasi telah dilakukan penelitian oleh berbagai kalangan baik oleh para pakar hukum Islam maupun oleh akademisi. Dalam hal ini mahasiswa/i khususnya Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Raden Fatah Palembang.
Adapun proposal mediasi yang pernah dilakukan penelitian oleh para akademisi tersebut ialah sebagai berikut:

Penelitian yang dilakukan oleh Mohd. Syafariansyah pada tahun 2005 yang membahas tentang “ Peranan Mediator dalam Pelaksanaan Mediasi di Pengadilan Agama Kayuagung”, dengan mengkhususkan penelitiannya pada:
· Bagaimana peranan meditor dalam pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Kayuagung

· Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi pelaksaaan mediasi di pengadilan agama Kayuagung
Penelitian yang dilakukan oleh Eka Yanisah Putri pada tahun 2005 yang membahas tentang “ Aplikasi Sistem Mediasi dalam Penyelesaian Kasus di Pengadilan Muara Enim (Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI No.2 Tahun 2003)”, dengan mengkhususkan penelitiannya pada:
· Bagaimana Pelaksanaan Sistem Mediasi di Pengadilan Agama Muara Enim

· Upaya apa yang dilakukan Pengadilan Agama Muara Enim dalam mengefektifkan upaya mediasi berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI No. 2 Tahun 2003.
Dengan demikian untuk itu penulis berkeinginan untuk meneliti lebih lanjut tentang problematika dalam merealisasikan Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2008 di Pengadillan Agama Kelas 1A Palembang, khususnya tentang persoalan mediasi.

Metode Penelitian
1. Lokasi Penelitian
Penelitian ini dilakukan di Pengadilan Agama Kelas 1A Palembang yang terletak di jalan Pangeran Ratu Seberang Ulu I Jaka Baring Palembang 30152.
2. Jenis Penelitian
Penelitian dilakukan melalui field research yaitu melalui penelitian langsung. Yakni di Pengadilan Agama Kelas 1A Palembang.
3. Jenis dan Sumber Data

               a ) Jenis Data

Data yang digunakan adalah data kuantitatif yaitu data dalam bentuk angka , atau data kualitatif yang diangkakan (scoring).
b ) Sumber Data

Sumber data yang dipakai dalam penelitian ini adalah sumber data Primer dan sumber data Sekunder yaitu :

Data Primer adalah data pokok dalam Pengadilan Agama Kelas 1A Palembang yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas.

Data Sekunder adalah data tambahan sebagai pelengkap yang diambil dari buku-buku tentang mediasi, serta Al-Qur’an dan hadist.
4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang dipakai dalam mengumpulkan data-data penelitian, yakni :

Penelitian lapangan, yang dilakukan dengan metode :

a. Wawancara, yaitu dengan mewawancarai hakim sekaligus mediator mengenai pokok masalah:
· Bagaimana Proses Sidang Mediasi di Pengadilan Agama Kelas 1A Palembang?

· Bagaimana Pengaruh Sidang Mediasi terhadap Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Kelas 1A Palembang?

b. Dokumentasi, dengan mencari dan mengumpulkan berbagai referensi sebagai data penunjang.
5. Teknik Analisis Data
Untuk menganalisa data penulis menggunakan metode berfikir yaitu : Kuantitatif, yaitu data yang berhubungan dengan angka-angka atau bilangan, baik yang diperoleh dari hasil pengukuran, maupun diperoleh dengan jalan mengubah data kualitatif menjadi data kuantitatif. Sehingga dapat menjawab bagaimana proses mediasi di Pengadilan Agama Kelas 1A Palembang dan pengaruh sidang mediasi terhadap perkara perceraian di Pengadilan Agama Kelas 1A Palembang.
